BAB YV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan yang telah disusun pada bab-bab sebelumnya,
penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar ketentuan dari Peraturan Pengurus
Besar Esports Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Esports di Indonesia (“PPBESI No. 34 Tahun 2021”) telah memiliki materi
muatan yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan induk yang menjadi
dasar pembentukannya. Khusus untuk ketentuan Pasal 39 Ayat (9) PPBESI No. 34
Tahun 2021, secara sekilas ketentuan Ayat tersebut memang menunjukkan bahwa
PBESI memiliki kewenangan yang setara dengan Kemkominfo khususnya dalam hal
penghapusan atau penghentian akses konten digital seperti game, namun jika
dicermati lebih lanjut, ketentuan Pasal 39 Ayat (9) PPBESI No. 34 Tahun 2021 tidak
memiliki maksud untuk menyamakan kedudukan PBESI dengan Kemkominfo
khususnya dalam hal penghapusan atau penghentian akses dari suatu konten digital
seperti game. Selain itu, ketiadaan pengaturan terkait sertifikasi menunjukkan pula
bahwa masih terdapat kekurangan dalam PPBESI No. 34 Tahun 2021 sebab
pengaturan terkait sertifikasi seharusnya diatur pula dalam PPBESI No. 34 Tahun
2021 mengingat peraturan perundang-undangan induk memiliki materi muatan yang

mengatur tentang hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, PBESI selaku pihak yang merumuskan PPBESI No.
34 Tahun 2021 dapat melakukan berbagai upaya penyempurnaan agar peraturan yang
mereka rumuskan tersebut dapat menjadi suatu dasar hukum yang kuat dan efektif
terhadap pelaksanaan esports di Indonesia, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat
secara langsung dengan PBESI dan/atau bagi pihak-pihak yang terdaftar sebagai
anggota dalam PBESI. Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh PBESI dalam
menyempurnakan PPBESI No. 34 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) Menyesuaikan beberapa ketentuan dari PPBESI No. 34 Tahun 2021 yang
belum atau tidak memiliki materi muatan yang harmonis dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi seperti UU Keolahragaan atau PP

Penyelenggaraan Keolahragaan. Perumusan materi muatan harus dilakukan
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2)

3)

5.2. Saran

dengan hati-hati dan selektif agar materi muatan PPBESI No. 34 Tahun 2021
sekiranya tidak mengatur tentang hal-hal yang tidak perlu karena
pengaturannya sudah terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi serta diupayakan pula agar PPBESI No. 34 Tahun 2021 tidak
memiliki materi muatan yang berlaku eksternal sebab PPBESI No. 34 Tahun
2021 hanya dapat diberlakukan secara internal saja;

Menyesuaikan keseluruhan materi muatan PPBESI No. 34 Tahun 2021 dengan
UU Keolahragaan sebab UU SKN yang dijadikan sebagai dasar pembentukan
PPBESI No. 34 Tahun 2021 telah dicabut dan diganti oleh UU Keolahragaan.
Hal ini menjadi penting agar materi muatan Peraturan PBESI selaras dengan
UU Keolahragaan yang memiliki berbagai ketentuan yang lebih baru dan lebih
relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, khususnya yang
berkaitan dengan esports;

Mengubah beberapa frasa atau rumusan kalimat dari beberapa ketentuan
PBESI sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini agar rumusan kalimat
tersebut tidak memiliki makna yang tidak jelas atau bahkan berpotensi
menimbulkan perbedaan penafsiran yang signifikan. Hal ini berkaitan pula
dengan penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak terkait esports,

khususnya terkait kebutuhan hukum yang relevan dengan hal tersebut, penulis

merekomendasikan agar beberapa pihak yang disebutkan di bawah ini melakukan

berbagai hal berikut:

A. Pemerintah/Pembuat Undang-Undang:

Segera merumuskan Peraturan Pemerintah yang berfungsi sebagai peraturan
pelaksanaan dari UU Keolahragaan sebab PP terkait hal tersebut yang berlaku
saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan yang dibentuk berdasarkan UU SKN sehingga
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ketentuan dalam PP tersebut kurang relevan dengan kebutuhan hukum
masyarakat saat ini, khususnya yang berkaitan dengan esports;

Memberikan kejelasan terkait status Pengurus Besar Esports Indonesia
(PBESI) itu sendiri. Apabila Pemerintah memang berniat untuk menjadikan
PBESI sebagai perpanjangan tangan dalam mengatur tentang esports, maka
sebaiknya PBESI ditetapkan sebagai suatu badan atau lembaga resmi
pemerintah sehingga PBESI dapat memiliki kewenangan yang lebih luas

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap esports di Indonesia.

B. Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI):

Melakukan perubahan terhadap PPBESI No. 34 Tahun 2021 mengikuti
ketentuan UU Keolahragaan serta mengubah pula materi muatan yang tidak
harmonis dengan peraturan perundang-undangan induk yang relevan;
Menambahkan bagian “Penjelasan Umum” dalam PPBESI No. 34 Tahun 2021
supaya tersedianya suatu uraian yang dapat menafsirkan atau menjelaskan
beberapa rumusan ketentuan yang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda
dan tidak sesuai tujuan awal perumusan ketentuan tersebut;

Khusus untuk ketentuan Pasal 39 Ayat (9) PPBESI No. 34 Tahun 2021 yang
paling banyak dipermasalahkan oleh masyarakat umum, penulis menyarankan
bahwa perlu dilakukan suatu perubahan terhadap perumusan ayat tersebut atau
menambahkan penjelasan terkait beberapa hal yang masih obscure
pelaksanaannya seperti bagaimana mekanisme kerja sama antara PBESI dan
Kemkominfo sehingga tidak menimbulkan miskonsepsi dan mispersepsi di
kalangan masyarakat umum;

Menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan proses
pembinaan dan pengawasan esports agar masyarakat juga mengetahui tentang
bagaimana proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh PBESI

serta bagaimana proses pelaksanaan dari kegiatan esports itu sendiri.

C. Pihak yang terlibat langsung dengan PBESI atau anggota PBESI:

Mengusulkan kepada PBESI untuk segera mengubah Peraturan PBESI
mengikuti ketentuan UU Keolahragaan agar ketentuan dalam Peraturan PBESI

lebih relevan dengan kebutuhan hukum terkait esports saat ini;
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e Vokal dalam menyuarakan berbagai kebutuhan hukum terkait pelaksanaan
esports sehingga diharapkan berbagai kritik dan saran yang diberikan dapat

berkontribusi terhadap perkembangan pengaturan tentang esports di Indonesia.
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